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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis bab v mengenai implementasi program akta braille 

bagi penyandang disabilitas di kota bandung dapat disimpulkan bahwa 

implementasi program akta braille bagi penyandang disabilitas di kota bandung 

sudah berhasil. Dengan diukur menggunakan sepuluh indikator sebagai berikut:  

1. Disdukcapil Kota Bandung sudah berhasil dilakukan dengan diukur 

menggunakan indikator pertama. Hal ini dibuktikan dengan sumber 

daya manusia yang dimiliki oleh Disdukcapil Kota Bandung sudah 

memahami dengan baik mengenai prosedur yang telah di tetapkan.  

2. Disdukcapil Kota Bandung sudah berhasil dilakukan dengan diukur 

menggunakan indikator ke-dua Hal ini dibuktikan dengan merujuk 

kepada evaluasi rutin semester selama 6 bulan sekali. 

3. Disdukcapil Kota Bandung sudah berhasil dilakukan dengan diukur 

menggunakan indikator ke-tiga. Hal ini dibuktikan dengan bahwa 

Disdukcapil Kota Bandung sudah memiliki SOP serta SP yang 

diturunkan langsung secara resmi oleh pemerintah guna 

menyelenggarakan program Akta Braille.  

4. Disdukcapil Kota Bandung sudah berhasil dilakukan dengan diukur 

menggunakan indikator ke-empat. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

respon yang baik dari para target sasaran kepada pihak penyelenggara 

menganggap program ini sebagai bentuk perhatian dan pengakuan 

setara dari pemerintah. 

5. Disdukcapil Kota Bandung sudah berhasil dilakukan dengan diukur 

menggunakan indikator ke-lima. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

pengakuan yang diberikan oleh kemendagri akan pemenuhan hak 

penyandang disabilitas netra di kota bandung. 

6. Disdukcapil Kota Bandung sudah berhasil dilakukan dengan diukur 

menggunakan indikator ke-enam. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil 
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wawancara yang peneliti peroleh dari narasumber target sasaran bahwa 

belum mengetahui akan adanya inovasi program yang telah Disdukcapil 

Kota Bandung berikan guna memfasilitasi kebutuhannya. 

7. Disdukcapil Kota Bandung sudah berhasil dilakukan dengan diukur 

menggunakan indikator ke-tujuh. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

bekerjasama nya pihak penyelenggara dengan instansi yang dilakukan 

yaitu yayasan WyataGuna benar dilakukan guna penyampaian 

informasi mengenai inovasi program akta kelahiran braille dapat di 

sampaikan kepada target sasaran yang berada di lingkungan yayasan. 

8. Disdukcapil Kota Bandung sudah berhasil dilakukan dengan diukur 

menggunakan indikator ke-delapan. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

masih berjalannya penyampaian informasi yang masih konsisten dari 

2016 hingga saat ini dan program ini masih terus di informasikan kepada 

Masyarakat seperti salah satunya melalui kolaborasi dengan “Jemput 

Bola” dan “Bi Eha Mang Udin”.  

9. Disdukcapil Kota Bandung sudah berhasil dilakukan dengan diukur 

menggunakan indikator ke-sembilan. Hal ini dapat dibuktikan memiliki 

Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi yang terdiri dari kepala 

seksi Kerjasama, kepala seksi pemanfaatan dan dokumen 

kependudukan, dan kepala seksi inovasi pelayanan.  

10. Disdukcapil Kota Bandung dalam menyelenggarakan inovasi program 

akta braille yang diukur menggunakan indikator ke-sepuluh sudah 

berhasil dilakukan. Hal ini dapat dibuktikan dengan sesuai dengan 

landasan Perda Kota Bandung No. 15 Tahun 2019 yang tertuang dalam 

Pasal 64 ayat 1 yang disebutkan mengenai dibentuknya tim koordinasi 

guna melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak 

penyandang disabilitas. 
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6.2 Saran  

Setelah peneliti menganalisis dan mengetahui  faktor-faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhi akan proses dari terlaksananya Implementasi program Akta Braille 

bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung sudah berjalan dengan baik. Namun, 

dalam praktiknya masih menghadapi  kekurangan yang perlu ditingkatkan kembali 

dalam pelaksanaannya, oleh karena itu penulis mencoba memberikan rekomendasi 

untuk meningkatkan efektivitas dari pengimplementasian inovasi program Akta 

Braille ini berdasarkan sepuluh indikator yang mengukurnya, sebagai berikut: 

1. Menambah Sumber Daya Manusia (SDM) dalam proses penyelenggaraan 

inovasi program akta kelahiran braille agar lebih efektif lagi. 

2. Diselenggarakannya rapat khusus yang terpisah dari rapat gabungan guna 

dapat memfokuskan dalam mengevaluasi inovasi program akta kelahiran 

braille. 

3. Penyelenggaraan akan Akta Kelahiran Braille perlu dilakukan lebih efisien 

lagi sesuai dengan SOP yang sudah di sesuaikan 

4. Meningkatkan focus akan kewenangan di masing-masing bidang, agar tugas 

dan peran masing-masing bidang dapat terlaksana dengan baik dan benar 

sesuai tupoksi bidang yang sudah diatur dalam menjalankan program Akta 

Braille.  

5. Peranan lebih aktif dari bidang penyelenggara untuk mendaftarkan kedalam 

lomba penilaian yang berskala nasional maupun internasional akan 

penilaian yang diadakan agar program Akta Braille ini lebih dikenal serta 

mendapat apresiasi pengakuan yang resmi dari Pemerintah Pusat. 

6. Peningkatan komunikasi yang lebih aktif lagi antar instansi yang 

bekerjasama yaitu Yayasan WyataGuna dalam proses penyebaran informasi 

kepada target sasaran di lingkungan yayasan. 

7. Penyebaran informasi kepada target sasaran perlu dibuat sesuai dengan 

kebutuhannya yaitu menggunakan huruf braille. 

8. Konsistensi penyebaran informasi yang dilakukan perlu ditingkatkan 

kembali tanpa mengandalkan kolaborasi dengan mobil keliling dan Bi Eha 

Mang Udin 
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9. Meningkatkan komunikasi yang lebih aktif lagi antar bidang penyelenggara 

inovasi program agar lebih efektif lagi akan fokus dari penyelenggaraan 

inovasi program Akta Braille. 

10. Meningkatkan focus akan kewenangan di masing-masing bidang, agar tugas 

dan peran masing-masing bidang dapat terlaksana dengan baik dan benar 

sesuai tupoksi bidang yang sudah diatur dalam menjalankan program Akta 

Braille 
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